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NOMOR :  6  TAHUN  2014      
 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 
NOMOR : 6 TAHUN 2014 

 
 

TENTANG 

 

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR  
DAN PULAU-PULAU KECIL  

DAN PENATAAN FUNGSI PULAU BIAWAK, 
GOSONG DAN PULAU CANDIKIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI INDRAMAYU, 
 

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut 
Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Republik Indonesia 

Nomor PER.17/MEN/2008 
tentang Kawasan Konservasi di 

Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil telah diatur kategori 

dan tipe Kawasan Konservasi di 
Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil; 

b. bahwa Kawasan Konservasi 
Pulau Biawak, Gosong dan 

Pulau Candikian sudah 
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ditetapkan melalui Peraturan 

Daerah Kabupaten Indramayu 
Nomor 14 Tahun 2006 dengan 

nama Kawasan Konservasi Laut 
Daerah Pulau Biawak, Gosong 
dan Candikian, belum memiliki 

kategori dan tipe kawasan 
konservasi sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan; 

c. bahwa sehubungan pertim-
bangan sebagaimana dimaksud 
huruf ”b” tersebut diatas, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Indramayu tentang 

Pengelolaan Kawasan Konser-
vasi Pesisir Dan Pulau-Pulau 

Kecil Dan Penataan Fungsi 
Pulau Biawak, Gosong Dan 
Pulau Candikian; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok- pokok Agraria 

(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 
104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

4. Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 

3427); 
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5. Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Konvensi PBB 

mengenai Keanekaragaman 
Hayati (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 

Nomor 3556); 

6. Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 

118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 

Nomor 4432), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5073) ; 

7. Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 
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Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 
4739); 

 


